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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 25¢/SK /DISDIK / 2014
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HARAT] DESA PANTAI

KECAMATAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,
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-
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Surat Kepala Taman Kanak-Kanak HARATI Desa Pantai Kecamatan Kapuas
Barat Nomor : 422/01V/TK-DP/2014 {anggal 3 Maret 2014 tentang Mohon
ljiin Perihal dan Operasional kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak HARATI
Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat.

Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat
Nomer: 88/DS-PNT/TK/XI/2014

Surat Rekomendasi Kepala Desa Pantai Nomor @ -  /DS-PNT/TKXII2014
tanggal 4 Maret 2014,

Surat Rekomendagi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat
Momor 428/073VIIPLS/2014 tanggal Marst 2014

Surat Rekomendas| Camat- Kapuas Barat, Nomor
451 4M162/VINPMD/Kps Bri/. 2014 tanggal 168 Juli 2014.

bahwa Taman Kanak-Kanak HARATI Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat
Kabupaten Kapuas telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat ljin
CQperasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, periu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
tentang  ljin  Operasional Penyelenggaraan Taman  Kanak-Kansk
HARATI Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1859 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 fentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
( Lembaran Negara R! Tahun 1853 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 1859 Nomeor 72, Tembusan Lembaran Negara RI
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembarsn Negara Repubiik. indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2004 tentang Femerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambsahan
Lembaran MNegara Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubashan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Eggg} Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4 ;

Peraturan Pemetintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Wi Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3485);




Manatapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

7. Peraturan Psmerintah Momor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1930 tentang Pendidikan Dasar
{Lermbaran Megara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3783);

8. Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2005 tentang Standar Masional -
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditdsi
Masional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momer 841, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonegia Momor 4864);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010;

12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Gurnu,

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

14, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/l/2004, tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

15. Peraturan Daerah ¥abupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Kapuas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomar § Tahun 2013 Perubahan atas
Paraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakera Cinas Daerah Kabupaten Kapuas,

17. Paraturan Daerah Kabupsten Kapuas Momor 8 Tahun 2013 tentang
Panyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

: Memberikan  ljin  Operasional Penyelenggaraan Taman  Kanak-Kanak

HARATI Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.

. Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan

DICABUT jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan dan
FPerundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kestentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki
sebagaimana meslinya.

Ditetapkan di o Kuala Kapuas
Pada tanggal : _;f_.&.gustus 2014
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1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakaria.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
. 3. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.

4, Camat Kapuas Barat di Mandomai,

il

5, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat di Mandomai,
6. Kepala Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat di Desa Pantai.

777 ¥eua Lembaga T Marsti Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat
di Desa Partai.
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